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Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu 

tahun tertentu, dengan memepertibangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. 

3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi. 

4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah 

menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut 

maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja tersebut 

menghubungkan antara outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang 

ada dalam Indikator Kinerja Utama. 

Dengan demikian diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2022 menjadi acuan bagi 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan aktivitasnya. 
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RENCANA AKSI KINERJA 2022 
KEPANITERAAN 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  

 

NO Sasaran Startegis Indikator Sasaran 

TARGET 

Triwulan 
I 

Triwulan 
II 

Triwulan 
III 

Triwulan 
IV 

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

90% 90% 90% 90% 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara 50% 50% 50% 50% 

d. Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum  : 
Kasasi dan  
PK 

 
 
 

50% 
100% 

 
 
 

50% 
100% 

 
 
 

50% 
100% 

 
 
 

50% 
100% 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara  
 

a. Persentase salinan 
Putusan Yang Diterima 
Oleh Para Pihak Tepat 
Waktu 

100% 100% 100% 100% 

b. Persentase Putusan Yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat (sengketa 
pemilu) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 hari sejak 
diputus 

100% 100% 100% 100% 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA AKSI KINERJA 2022 
KESEKRETARIATAN 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 
 

NO Sasaran Startegis Indikator Sasaran 

TARGET 

Triwulan 
I 

Triwulan 
II 

Triwulan 
III 

Triwulan 
IV 

1. Meningkatnya 
manajemen 
pelayanan 

a.  Jumlah dokumen data 
kelola dan tata 
administrasi 

100% 100% 100% 100% 

b.  Jumlah pegawai yang 
mengikuti pembinaan 
dan pelatihan 

70% 70% 70% 70% 

c.    Tersedianya SDM yang 
kompeten 

100% 100% 100% 100% 

d.    Penyelenggaraan 
operasional perkantoran 

100% 100% 100% 100% 

     

2. Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
dan prasarana sesuai 
standar pelayanan 
yang prima 

 Jumlah sarana dan 
prasarana yang ada 
sesuai standar mutu 

100% 100% 100% 100% 

 
Untuk rencana aksi yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

dalam hal ini memperbaiki atau menjadikan lebih baik untuk pelayanan publik yang 

berguna bagi para pencari keadilan.  

Di kepaniteraan sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha 

menurunkan sisa perkara tiap tahunnya dengan peningkatan perkara. Penanganan 

perkara secara tepat waktu juga dilakukan semaksimal mungkin dengan hasil yang baik 

yang dapat diterima masyarakat pencari keadilan untuk menurunkan tingkat perkara yang 

mengajukan upaya hukum yaitu kasasi dan peninjauan kembali dimana Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta selaku pengadilan  tingkat pertama..  

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi para hakim Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta siap memutus perkara dengan keahlian memutus para hakim 

dan dapat menjadilkan putusan itu diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan 

yang diterima oleh para pihak yang berperkara bertujuan bahwa tidak ada upaya kasasi 

yang membuktikan bahwa putusan tersebut berkualitas. Tetapi jika masih ada putusan 

yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan berupaya untuk 

melakukan kasasi dan peninjauan kembali, diharapkan putusan pengadilan yang 

tingkatnya lebih tinggi maka putusan yang dibuat sesuai dengan putusan pengadilan 

tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal ini 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama. Dengan 

adanya failitas yang diberikan Mahkamah Agung yaitu berupa akses bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga 



memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat miskin yaitu dengan pemberian prodeo 

yaitu melakukakan aktifitas berperkara dengan tidak dipungut biaya apapun. Sedang 

untuk masyarakat terpinggirkan dengan memberikan bantuan berupa pelayanan dan 

bimbingan tata cara berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berharap dengan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dirasakan sangat baik. Respon yang 

diberikan para pengunjung ataupun masyarakat yang berperkara dapat diberikan dengan 

melalui pemberian rasa puas terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta. Ini terbukti dengan adanya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang dimiliki 

meunjukkan kearah bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapat nilai 

tinggi yaitu rasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan.  

Untuk kesekretariatan sendiri mempunyai rencana aksi di tahun 2022. Salah 

satu rencana aksi tersebut yaitu pembenahan administrasi dan pengelolaan data secara 

sempurna agar segala laporan yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Jakarta dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI. Demikian pula dengan sumber 

daya manusia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat membutuhkan sumber 

daya manusia yang kompeten yang mempunya keahlian di bidang pelayanan masyarakat 

yang prima. Oleh karena itu diperlukan sekali pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur 

sipil negara agar lebih menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk 

memberikan pelayanan yang prima maka diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai 

standar mutu. Ini dilakukan untuk peningkatan kinerja aparatur sipil negara Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

publik.  

Rencana aksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik dibagian 

kepaniteraan ataupun dibagian kesekretariatan berguna untuk pencapaian pelayanan 

yang lebih baik kepada mayarakat pencari keadilan. Sehingga Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta menjadi pengadilan berkualitas yang berbasis teknologi informasi. 


